LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR :6 _ TAHUN:1988 __SERI.D NO. 6
' PERATURAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 9 TAHUN 1988
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT 1
JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang 1 a bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan
di Bidang Perambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat 1
dan dalam rangka peninghatan kelancarap penvelenggaraan Pe-
merintahan dan Pembangunan Daerah yang berdaya guna dan
berhasil guna khususnya yang menyangkut sebagian urusan di
bidang pertambangan. maka di Jawa Tengah perlu adanya Di-
nas Pertambangan;
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bahwa berhubung dengan hal tersebut dan sesuai dengan Pa-
sal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jo. Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, maka dipandang
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Or-
ganisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah
Tingkat 1 Jawa Tengah.

Undang - und'ang Nomor 5 Tahun 1974 (entang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah;

Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembenmuk-
an Propinsi Jawa Tengsh;
Undang - undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan
Umum Retribusi Daerah;

Undang - undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan;

Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerah-
an Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat di Bidang Pertam-
bangan kepada Daerah Tingkat I;

"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 ten-

tang Bentuk Peraturan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977
tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 ten-

tang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja
Dinas Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1985 ten-

tang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan De-
pastemen Dalam Negeri.



12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1396 K/
201/M.PE/87 1entang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah-
an di Bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C kepada
Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat |
Jawa Tengah,

MEMUTUSKAN :

Menetaphan  :  PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA
TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TA-
TAKERJA DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini vang disebut dengan :
a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah:
b. Gubermnur Kepala Dacrah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah:

c. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Propit{si Daerah Tingkat 1 Jawa
Tengah.

BAB I
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk "Dinas Pertambangan Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah™. -
BAB I

KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal )
(1) Dinas Pertambangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah vang dibentuk
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berdasarkan penverahan sebagian uvrusan pemerintahan di bndang pertambangan
kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah.

(2) Dinas Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan

a.

b.

bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
Pasal 4
Dinas Pertambangan mempunyai tugas pokok :

Melaksanakan urusan pertambangan vang telah diserahkan kepada Pemerintah Da-
erah dan tugas pembaniuan;

Melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
Pasal §

Untuk menvelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan

Daerah ini. Dinas Pertambangan mempunyai fungsi

a.

Perancanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis pertambangan sesuai dengan
kebijaksanaan vang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan vang berlaku;

Pelaksanaan kegiatzn eksplorasi dan penelitian, pemetaan wilayah pertambangan,
dan penginventarisasian parusahaan/usaha pertambangan;

Pembinaan, pengawasan. dan pemantauan usaha pertambangan,
Penanganan administrasi perijinan. dan penetapan iutan usaha pertambangan;

Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-
undangan vang beriaku:

Pengurusan 1ata uszha Dinas Pentambangan.
BAB IV

ORGANISAS]
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6
Susunan Organisasi Dinas Pertambangan adalah sebagai berikut :
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a. Kepala Dinas;
b. Bagian Tawa Usaha.
¢. Sub Dinas Penataan Wilayah Konservasi Pembangunan:
d. Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan;
e. Sub Dinas Pengawasan Pertambangan.
Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pa-
sal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyvai tugas menyiapkan urusan surat menyurat, me-
nyusun rencana dan program Kketzlalaksanaan seria menyusun rancangan peraturan
perundang-undangan, melaksanakan pengelolaan kepegawaian. keuangan, pcrlengkapan
rumah tangga, perjalanan dinas, pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Pasal 9
Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal § Peraturan Daeran
ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian,
b. Pelaksanaan pengelofaan keuangan;

¢. Penyiapan rancangan peraturan. keputusan, instruksi, dan menghimpun peraturan
perundang-undangan di bidang pertambangan;

d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan. dokumentasi. penggandaan, ekspedisi,
urusan rumah tangga, perlengkapan dan perawatan, perjalanan dinas, hubungan
masyarakat dan protokol.
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¢. Penyiapan rencana progrum ketatalaksanaan seria penyusunan laporan;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertambangan.
Pasal 10
(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Sub Bagian Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
¢. Sub Bagian Hukum;
d. Sub Bagian Umum.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud avat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala, vang berada di bawah dan beranggung jawab kepada Kepala Ba-
gian Tata Usaha.

Pasal 11

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawai-
an. '

Pasal 12
Sub Bagian Kevangan mempunyai tugas melsksanakan pengelolaan keuangan.
Pasd 13
Sub Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan rancangan peraturan, keputu-
san, instruksi dan menghimpun Peraturan perundang-undangan sena menyelesaikan masa-
fah-masalah hukum vang berkaitan dengan tugas-tugas Dinas Pertambangan.
Pasal 14

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat mepyurat, ke-
arsipan, ekspedisi. dokumentasi, penggandaan, rumah tangga, ketatalaksanaan, perleng-
kapan dan perawatan, perjalanan dinas. hubungan masyarakat, dan protokol.

Bagisn Keempat
Sub Dinas Penatasn Wilayah Konservasi Pertambangan.
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Pasal 15

Sub Dinas Penataan Wilavah Konservasi Perambangan mempunyai tugas meneliti
dan mengkaji wilavah Perambangan, menyajikan informasi lingkungan, menganalisa eva-
luasi lingkungan terhadap w ilayah penambangan serta memberikan bimbingan. reklamasi
dan revegetasi.

" Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 15, Sub Dinas Penataan Wilayah

Konservasi Pertambangan mempunyai fungsi : '

a. membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya :

b. menyvelengearakan pengumpulan data geologi. geografi dan keadaan endapan bahan
galian golongan C dari berbagai sumber untuk selusuh Daerah ; '

¢. membuat rencana program survey bahan galian golongan C pada Daerah-daerah vang
masih belum diketahui dan mengevaluasi hasil-hasil vang diperoleh :

d. menyusun dan mengolah bahan pertimbangan untuk penetapan zone tata guna per-
tambangan bahan galian golongan C :

¢. menetapkan persyaratan khusus mengenai teknik penambangan dan pengclolaan ling-
kungan untuk Daecrah penambangan bahan galian golongan C tertentu :

f. memberikan pembinuan terhadap pclaksan.un peneelolaan lingkungan dan penang-

gulangan dampak negadil |

melaksanakan tugas-lugas vang diberikan oleh Kepala Dinas :

memberikan saran-saran dan perlimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas ten-

tang langkah-langkah dan tindakan-tindakan vang perlu diambil dalam bidang tugas-

nva,

=

Pasal 17

(1) Sub Dinas Penatuan Wilayah Konservasi Pertambangan terdiri dari
a. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Bahan Galian :
b. Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan ;
¢. Seksi Penanggulangan Lingkungan.

(2} Seksi-sekst sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala. vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub
‘Dinas Penataan Wilayah Konservasi Pertambangan.

Pasal 18

Seksi Inventarisasi dan Pemelaan Bahan Galian mempunyai tugas :

155




156

membantu Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan da-
fam bidang tugasnyva.

memplotkan. menggambarkan, menyusun bahan galian golongan C dari bahan-bahan
yang ierkumpu) dan hasil survey vang dilakukan scria memibuat perkiraan potensinya
untuk seluruh Daerah,

melaksanakan survey bahan galian golongan C untuk daerah-daerah yang ditetapkan.
mengumpulkan peta-peta endapan bahan galian golongan C vang disampaikan oleh
pemegang SPD. mengevaluast dan memplotkannya pada peta,

melaksanakan tugas-tugas vang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan
Konservasi Pertambangan.

memberikan saran-saran dan pertimbangan-penimbangan kepada Kepala Sub Dinas
Penataan Wilayah dan Konservasi Penambangan tentang langkah-langkah dan tin-
dakan-tindakan yang periu diambjl dalam bidang tugasnya.

Pasal 19
Seksi Penviapan wilavah Pertambangan mempunyai tugas :

membantu Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan dalam
bidang tugasnva; '
mengumpulkan. mempelajari dan menyvimpulkan data yang diperlukan dalam rangka
Zone lata guna pertambangan bahan galian golongan C:

mengadakan pengumpulan  data wilavah dalam rangka pemberian pertimbangan da-
lam proses pembenan SIPD.

mengadakan peninjauan lapangan uniuk mendapatkan fatwa teknis dalam rangka pem-
berian SIPD apabila diperiukan:

menyusun persvaratan khusus mengenai leknik penambangan, RKL dan PRL vang
harus dilaksanakan oleh pengusiha untuk Daerah perambanean tertentu:
melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah
dan Konservasi Pertambangan:; v

memberikan saran-saran dan perlimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas
Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan tentang langkah-langkah dan lin-
dakan-tindakan vang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 20
Seksi Penanggulangan-lingkungan mempunyai tugas
membantu Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Periambangan dalam



bidang tugasnya:

b. memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Pengusaha dalam rangka pengelolaan
lingkungan usaha pertambangan bahan galian golongan C; ‘

¢. mengatur dan membantu dalam hal pemberian saran-saran teknis pelaksanaan rekla-
masi, revegetasi atau pemanfaatan lahan bekas penambangan bahan galian goiongan C;

d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah
dan Konservasi Pertambangan;

e. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepaia Sub Dinas
Penataan Wiiayah dan Konservasi Pertambangan tentang langkah-langkah dan tin-
dakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Sub Dinas Bins Pengusahaan Pertambangan
Pasal 21

Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan mempunysi tugas menangani proses
pemberian jjin usaha pertambangan, mengajukan saran pertimbangan penetzpan besarnya
iuran usaha pertambangan, melaksanakan kegiatan eksplorasi. penelitian dan pemetaan
pembinaan , pengawasan tehnis, pemantauan usaha pertambangan, melakukan penyuluh
an ‘dan bimbingan tehnis, dan pengadaan sarana lapangan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 21, Sub Dinas Pengusahaa
Penambangan mempunyai fungsi :
a. membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.
b. meneliti dan memproses permohonan SIPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
¢. mengusahakan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan pertimbangan-pertimbang-
an dari pihak vang berwenang serta menyimpulkannya dalam rangka pemberian
SIPD . . .
d. mengumpulkan bahan-bahan perhitungan besarnya iuran pertambangan (iuran tetap
dan iuran produksi) yang harus dibayar oleh pengusaha, menghitungnya serta menga-
. Jukan surat perintah pembayaran (SPP) untuk ditarik oleh Dinas Pendapatan Daerah
dari Pengusaha.
¢. menerima, mengumpulkan dan mengevaluasi laporan-laporan kegiatan (bulanan
triwulan dan tahunan) serta laporan produksi dari pemegang SIPD;
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f. membuat dan memelihara daltar pemberian SIPD dan statistik data pengusahaan
seperti produksi, pemasaran. juran pertambangan. tenaga kefa. data efek dan pemin-
faatan lshan;

g. memberikan bimbingan pengusahaan seperti pengelolaan (Management) usaha, pem-
buatan dan penvampaian laporan kegiatan. laporan produksi. penanganan tenaga kerja,
masalah ganti rugi lahan dan Jain-lain:

h. melaksanakan tugas-iugas vang diberikan oleh Kepala Dinas;

i memberikan saran-saran dan penimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas ten-
tang langkah-langkah dan tindakan-lindakan vang perlu diambil dalam bidang tugas-
nyva.

Pasal 23

(1) Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan terdiri dari
2. Seksi Penyviapan Perizinan dan Iuran Pertambangan:
b. Seksi Pelaporan dan Data Statistk :
¢. Seksi Bimbingan Pengusahaan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud avat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala.
vang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Pe-
ngusahaan Pertambangan

Pasal 24

Seksi Penviapan Perizinan dan luran Pertambangan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan I*zrimbangan dalam bidang tugas-
nva;

b. menerima. mencatat dan meneliti persvaratan permohonan SIPD sesuai dengan ke-
lentuan vang berlaku untuk diteruskan pemrosesannya.atau dikembalikan kepada
pemohon untuk dilengkapi:

¢ meneliti wilavah SIPD vung dimohon berikut penjelasan batas-batasnya serta mengum-
puikan dan mempeiijarai dats mengenai wilavah vang dimohon tersebut ;

d. membui’ ~urai-surat permohonan pertimbangan (rekomendasi) dari pihak-pihak yang
berwenan,. Jalam rangka pemrosesan permohonan SIPD:

e. menghitung luas wilavah SIPD untuk menetapkan iuran tetap dan menghitung be-
samva jumlah produksi secara periodik untuk menghitung besarnya iuran produksi
(furan eksplorasi alau eksploitasi) baik berdasarkan wksiran maupun berdasarkan
laporan pemegang SIPD :
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membuat daflar SEPD vang telah dikeluarkan secara periodik dan mempiotkannya
dalam peta ;

melaksanakan tugas-tugas vang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan
Pertambangan

. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Bina Pengu-
sahaan Pertambangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan vang perlu di-
ambil dalam bidang iugasnya.

Pasal 25
Seksi Pelaporan dan Data Statistik mempunyai tugas :

membantu Kepaia Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan dalam bidang tugas-
nva :

. menenma, mengumpulkan dan mempelajari laporan kegiatan (bulan. triwulan dan ta-
hunan) pemegang SIPD sebagai bahan untuk mengevaluasi kegiatan dan peningkatn
STPD serta laporan produksi sebagai bahan untuk menghitung iuran produksi :
membuat dan memelihara statistik dalam bentuk daftar, grafik dan diagram mengenai
SIPD vang tclah dikenakan. luas wilavah, produksi. pemasaran, iuran pertambangan
dan tenaga kerja yang lerserap;

. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan
Perambangan: .

. membenkan saran-saran dan perumbangan-peftimbangan kepada Kepala Sub Dinas
Bina Pengusahaan Petambangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindahan
vang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 26
Seksi Bimbingan Pengusahaan mempunyati tugas :

membantu Kepala Sub ‘Dinas Bina Pengusahaan Penambangan dalam bidang tugas-
nva; '

. melaksanakan bimbingan pengusahaan. rencana pengembangan usihi. eksplorasi dan
1eknik penambangan serta peralatan dan bahan-bahan penunjung vang dipakai:-

.. melaksanakan bimbingan dan pembinaan pengusahaan dalam bidang pengelolaan

usaha. laporan kegiatan dan produksi serta masalah ganti rugi lahan:
. melaksanakan tugas-ugas vang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan
Pertambanyan:
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memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas
Bina Pengusahaan Pertambangan lentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan
vang perfu diambil dalam bidang tugasnya:

Bagian Keenam
Sub Dinas Pengawasan Pertambangan
Pasat 27

Sub Dinas Pengawasan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan pengawas-

an pengusahaan, teknik penambangan. memberikan rekomendasi pembelian bahan pele-
duk dun melukukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap  kondisi lingkungan kerp serta
mengamati dampak lingkungan pertambangan. '

Pasat 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27. Sub Dinas Pengawasan

Penambangan mempunyai fungsi :

d.

- h

=

membuntu Kepala Dinas dalam bidang tugasnyva;
melakukan pengavasan pengusahaan, kesehatan dan keselamatan kena dan dampak
Imgkungan usahy perlambsngan bahan galian golongan C:

. meluksanakan  pengesahan Kepala Teknik dan/atau Wakil Kepala Teknik Peram-

hungan sera pengesahan Buku Tambahan:

memberikan rehomendas: pembelian bahan peledak dan izin penimbunan, pengang-
kutan dan tempat penimbunan ke tempat pemakaian dan pemakaian bahan peledak.
mzmberikan 1zin pemakaian alai-alat berat dan peralatan vang rawan terhadap ke-
ledukan:

mempelajani Andal/Pil atau Sel/Pel, RKL dan RPL dalam rangka penerapan di la-
pangan;

Kepila Sub Dinas berfungsi sebagai Deputi Kepala Inspeksi Pertambangan Daerah;
melaksanakan tugas-tugas vang diberikan oleh Kepala Dinas;

membenkan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas ten-
tang langkah-iunghah dan tindakan-lindakan vang perlu diambil dalam bidang tugas-
nva.

Pasal 29

1 Sub Dinus Pengiwasan Pertambangan terdin dari :

a. Scksi Pengpawusan Penpusahaan;
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b. SeksiTatacara/Teknih Penambangin:
¢. Seksi Kesehatan dan Keselamawn Kerja Pertambangan;
d. Seksi Dampak Lingkungan Pertambangan.

Scksi-seksi sebagaimana dimaksud ayvat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala, vang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub
Dinas Pengawasan Pertambangan.

Pasal 30

Seksi Pengawasan Pengusahaan mempunyai tugas :
membantu Kepala Sub Dinas Pengawasan Pengusahaan dalam bidang tugasnya:
melakukan pengamatan dan pemeriksaan di lapangan terhadap perizinan, tingkat ke-
giatan yang dilakukan, wilayash usaha pertambangan:
melakukan pengamatan di lapangan terhadap kegiatan vang dilakukan. potensi/pros-
pek wilavah usaha pertambangan vang diusahakan. laporan kegiatan dan laporan pro-
duksi vang disampaikan;
melaksanakan penelitian dan pcnge\'a!uasian peta kegiatan pertambangan, peta dasar
perambangan dan peta kemajyzn penambangan:
melakukan penertiban 1erhadap Usaha pertambangan (non SIPD);
Kepalu Seksi berfungsi sebagai pelaksana Inspeksi Pertambangan Daerah;
melaksanzkan tugas-tugas vang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Pe-
nguszhaan;
memberikan saran-sarart dan pertimbangan-periimbangan kepada Kepala Sub Dinas
Pengawasan Pengusahaan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 31
Seksi Tatacara/Tehnik Penambangan mempunyai tugas :

membantu Kepala Sub Dinas Pengawasan Pengusahaan dalam bidang tugasnya;
melzkukan pengesahan terhadap rencana penambangan dan pelaksanaannya di Japa-
ngan termasuk pengolahan bahan galian demi terciptanva kondisi lingkungan kerja
vang aman/sehat serta pengrusakan dan pencemaran lingkungan'scminimal mungkin;
‘melakukan pengamatan penambangan dalam rangka pemanfaatan bahan galian se-
cara maksimal, secfisien dan sebaik mungkin;

mengumpulkan datz unwk menghitung efisiensi pemakaian peralatan dan bahan pe-
nunjang pertambangan,
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. Wepala Seksi berfungsi sebagat peluksana Inspeksi Pertambangan Daerah:

. -melaksanakan tugas-tugas vang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Pe-
ngusahaan;

membenikan saran-saran dan pertimbangan-perimbangan kepada Kepala Sub Dinas
Pengawasan Pengusahaan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 32

Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan mempunyai lugas :

. membantu Kepala Sub Dinas Pencawasan Pengusahaan dalam bidang tugasnya;

. melakukan pengamatan dan pemenksaan terhadap kondisi lingkungan kerja yang dapat
menimbulkan keceiakaan oleh faktor mekanik (keselamatan kerja); )
. melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan kerja yang dapat
menimbulkan terganggunya keschatan bahkan kecelakaan fatal oleh faktor pencemar-
an lingkungan kerja baik kimia. iissk maupun biologis (keselamatan kega).

. pengamatan kondisi lingkungan kerja yang sehat, nyaman dan menimbulkan kegai-
rahan kerja (Hygiene perusahaan);

. mengumpulkan bahan-bahan dan membuat statistik kecelakaan secara periodik:
mengurus hal-hal vang berhubungan dengan bahan peledak dan bahan bakar cir
berbahaya : '
Kepala Seksi berfungsi sebaga: pelaksana Inspeksi Pertambangan Daerah;
melaksanakan tugas-tugas vang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Pengu
sahaan; ,
memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas
Pengawasan Pengusahaan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang periu
diambil dalam bidang ugasnya.

Pasal 33
Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan Pertambangan mempunyai tugas :

membantu Kepala Sub Dinas Pengawasan Pengusahaan dalam bidang tugasnya ;

. meneliti dan mempelajari RKL dan RPL sebagai bahan untuk melakukan pemantavan
di lapangan;

melakukan pendataan dampak usaha pertambangan termasuk pengolehan bahan ga-
lian vang tidak terdapat atau menyimpang dari RKL untuk dapat diberi saran-saran
pengembangan dampak positif dan penekanan dampak negatif seminimal mungkin;
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d. mengamali pelaksanaan reklamasi. revegelasi atau pemanfaatan kembali lahan bekas
penambungan atau tempal penimbunan iling pengolahan unuk dapat dilukukan
pengembangan dan penckanan: '

2. Kepalu Scksi berfungsi s=bagai peluksana Inspeksi Pertambangan Daerah;

f meluksanakan wgastugas yuny diberihan oich Kepala Sub Dinas Pengswasan Pe-

ngusahaan.

memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangin kepada Kepala Sub Dinas

Penguwasan Pengusshaan 12niang langkah-lungkah dan indakan-uindakan vang periu

diambil dalam bidung tugasma.

U]

BAB Y
TATA KERJA
Pasal 34

Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan vang ditewapkan
oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3% -

Dalam melaksanakan tugasnva Kepala Dinas, Kepala Bagiun Tata Usaha, para
Kepala Sub Dinas. para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Scksi wajib menerapkan
prinsip koordinasi. integrasi‘dan sinkronisasi secara vertika! dan horisontal baik dalam ling
Kungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah di
Daerah serta dengan Inslansi lain sesuai dengan ugas pokok masing-masing.

Pasal 36

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pertambangan bertang-
gung jawab.memimpin dan mengkoordinasikan bawahannva masing-masing dan
memberikan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannyva.

(2) Seuap Pimpinan Satuan Onganisasi waiib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petun-
juk. dan bertanggung jawab kepada atasannva masing-masing dan menvampaikan la-
poran lepal pada waktunya.

(3) Setiap laporan vang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib
diolaY dan dipergunakan sebagai bahan pemvusunan laporan lebih lanjut serta untuk
memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.
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Pasal 37

Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub Dinas pada Dinas Pertambangan
menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, dan Kepala Sub Dinas Bina Program
menyusun laporan berkala Kepala Dinas.

Pasal 38
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan
disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara (ungsional mempunyai hubungan
kena.
Pasall 39
Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh

Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahannya masing-masing ‘mengadakan rapat berkala.

Pasal 40

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian vana tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 41

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian se-
suai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur Kepala Daerah atau Pejabat
vang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

(2) Kepala Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian dan Seksi diangkat dan diber-
hentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN LAIN — LAIN
Pasal 43
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Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini. sepanjur.; mengenai pe-
laksanaannva akan diawr oleh Gubernur Kepala Daerzh.

BAB VIl
RETENTUAN PENLUTUP
Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang berten-
langan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 45

Peraturan Darah ini dapat disebut "Peraturan Daerah Dinas Pertambangan™ dan
mulai berkiku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peratur-
an Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah,

Semarang, 28 April 1988.

Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah Tingkat 1 Jawa Tengah
Ketua,
ud. 1td.
Ir. Soekoraharjo Ismail

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya.

tanggal 1 Agustus 1988 Nomor : 31

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah
Nomor: 6  tanggal. 3] Oktober 1988

Seri: D Nomor : 6
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT 1
JAWA TENGAH
gd.

Drs. WALOEYO TJIOKRODARMANTO
) NIP. 010.014.956

Pembantu Gub. Jateng untuk Wil Semarang
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1
JAWA TENGAH
NOMOR : 9 TAHUN 1988
JENTANG
PEMBENTUKAN. ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH

. PENJELASAN UMUM.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No-
mor 37 Tahun 1986 1enang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Per-
tambangan kepada Daerah Tingkat 1 maku pengelolaan perlambangan bahan galian go-
longan C diserahkan menjadi Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan asas Desentra-
lisasi.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut. maka oleh Menteri
Dalam Negeri diberikan petunjuk dengan Suratnya tanggal 26 September 1986 Nomor
540/3345/PUQD yang berisi antara lain sebagai berikut :

. Kesediaan Daerah untuk menerima urusan Pemenniah d: bidang perambangan ke-
pada Daerah Tingkat | scsuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahan 1986
dinvatakan dalam suatu Keputusan yang ditanda wangani masing-masing oleh Guber-
nur Kepata Dacrah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

2. Serah terima sccara nvala dilak ukan oleh Menieri Pertambangan dan Energi atas nama
Pemerintah Pusal kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 dihadapan Sidang Pari-
puma Dewan Perwakilan Rakyat Daerzh Tingkat I;

3. Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan penyerahan tersebut, Daerah dapat membentuk
Dinas Daerah sebagai aparat pelaksana Pemerintah Daerah,

Oieh karena di Jawa Tengah cukup mempunyai potensi di bidang Pertambangan,
maka dalam rangka meningkatkan penertiban dan pengawasan atas usaha pertambangan
dan schaligus untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Propinsi Daerah Tingkat | Jawa
Tengah memandang perlu untuk dapat segera menerima urusan tersebut,

Mengingat telsh mendesaknya penanganan atas urusan dimaksud dan untuk me-
menuhi Surat Menteri Dalam Negeri terscbut di atas khususnyva pada butr 1. maka di-
terbitkan Keputusan DPRD Propinsi Dacrah Tingkat | Jawa Tengh tanggal | Mei 1987
Nomor 03/PAR- 1/DPRD/87-88 tentang Kesediusn Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat |
Jawa Tengah untuk menerima Penverahan Scbagian Urusan Pemeriniahan di bidang
Pertambangan.
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Kemudian pada anggal 24 Nopember 1987 dihadapan Sidang Paripuma DPRD
Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah telah dilaksanakan serah terima secara nyata
dari Menteri Pertambangan dan Energi atas nama Pemerintah Pusat kepada Gubemwur
Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah,

Berkaitan dengan penyelenggaraan atas urusan iersebut dan guna memenuhi
Surat Menteri Datamn Negeri butir 3 tersebut di atas, Pemerintah Propinsi Daerah Ting-
kat ] Jawa Tengah memandang periu segera membentuk Dinas sebagai unsur Pelaksana
Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas-tugas dimaksud yang pengaturannya di-
tuangkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam
Negeri 1anggal 4 Nopember 1977 Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentu-
kan Susunan Organisasi dan Taa kerja Dinas Daerah danSura! Menteri Dalam Negeri
tanggal 1 Desember 1986 Nomor 061.1/11818/5) perihal Pembentukan Dinas Pertam-
bangan Daerah.

{I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal ] s/d 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 huruf a : Cukup jelas. . -
Pasal 4 hurul'b : Tugas lain di bidang pertambangan ahtara lain

pelaksanaan pengurusan Air Bawah Tanah sebagai
urusan pembantuan dari Departemen Pertamba-

ngan dan Energi
Pasal 5§ hurafa dan b : Cukup jelas.
Pasal 3 hunf o :  Yang dimaksud dengan pembinaan, pengawasan

dan pemantauan usaha pertambangan termasuk
didalamnya usaha pelestarian lingkungan hidup.
Pasal 5 huruf d, ¢ dan f :  Culup jetas.
Pasal 6 s/d 45 :  Cukup jelas.

—_—0 O—
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BAGAN ORGAMISAS! DINAS PERTAMBANGAN Lampiran : Peraturan Daersh Propinsi

PROPINS! DAERAH TINGKAY | JAWA TENGAH Dacrah Tingkat | Jaws Tengah
Tenggal : 28 April 1988
Tahun : 3 Tahun 1988

KEPALA DINAS

BAGWAN TATA USAHA
|

r X - |
SUB BAGIAN | [SUBBAGIAN |  JSUB BAGIAN |  [SUB BAGIAN
KEPEGAWALAN| | KEUANGAN HUKUM UMUM
i ] |
msttz”ﬂl';s”m SUB DINAS SUB DINAS
SISA PENGUSAHAAN PENGAWASAN
RONSERVAS) PERTAMBANGAR PEATAMBANGAN PERTAMBANGAN
— p— —
T I -
] BAHAN
GALAN H IURAN PERTAMBANGAN ] gﬁm
SEKS SEXSI SEKSI
RSIAPAN WILAY -{ PELAPORAN DAN b—{ TATA CARNTEKN!S
DATA STATISTK PENAMBANGAN
SEKSI SEXS! omm Esaurm
b~ PENANGGULANGAN = BIMBINGAN KESELAMA
LINGKUNGAN PENGUSAHAMN KERA PERTAMBANGAN
SEKSI
DAMPAX
LINGKUNGAN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gubernur Kepala Dacrah Tingkat [
Propinsi Duaerah Tingkat | Jawa Tengah Jawa Tengah
Kewa,
ud. ud.
Ir. SOEKORAHARJO ISMAIL

- Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tanggal 1-8 - 1988
Nomer 31 Th. 1988
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